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ABSTRAK

Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan pertanahan yang cepat, pasti,
dan mudah diakses mendorong Kantor Pertanahan Kota Tangerang (ATR/BPN
Kota Tangerang) untuk mengembangkan inovasi Program Pelayanan Tanah Akhir
Pekan (PELATARAN) sebagai alternatif layanan di luar hari kerja (akhir pekan).
Namun, pemenuhan kebutuhan tersebut sangat bergantung pada kualitas pelayanan
yang diberikan, sehingga diperlukan analisis yang menyeluruh dan jelas. Penelitian
ini bertujuan menganalisis kualitas pelayanan PELATARAN berdasarkan dimensi
SERVQUAL (tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy) serta
mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan
metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi
dokumen, yang dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman serta diuji
melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kualitas pelayanan PELATARAN secara umum berada pada kategori baik di
seluruh dimensi SERVQUAL. Faktor pendukung utama antara lain ketersediaan
sarana prasarana dasar, penerapan SOP, profesionalisme dan sikap ramah petugas,
penerapan budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun), serta koordinasi
dan kerja sama tim yang cukup solid. Namun, masih terdapat kendala berupa
keterbatasan kenyamanan ruang tunggu, gangguan teknis sistem dan jaringan,
keterbatasan petugas ketika jumlah pemohon meningkat, serta sosialisasi program
yang belum merata. Sebagai upaya perbaikan, penelitian ini merekomendasikan
peningkatan sarana prasarana dan penataan ruang pelayanan, penguatan penerapan
dan evaluasi SOP serta penanganan kendala teknis, pengelolaan sumber daya
manusia dan sistem antrean yang lebih adaptif, peningkatan kompetensi dan
kejelasan informasi oleh petugas, serta penguatan empati dan fasilitas pendukung
bagi kelompok rentan agar kualitas pelayanan PELATARAN semakin optimal.

Kata Kunci: Program PELATARAN; Kualitas Pelayanan; Dimensi
SERVQUAL; Pelayanan Pertanahan; Kantor Pertanahan
Kota Tangerang (ATR/BPN Kota Tangerang).
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ABSTRACT

The growing demand for fast, reliable, and accessible land services has encouraged
the Tangerang City Land Office (ATR/BPN Tangerang City) to develop the Weekend
Land Services Program (Pelayanan Tanah Akhir Pekan/PELATARAN) as an
alternative to regular weekday services. However, fulfilment of these needs depends
largely on the quality of services delivered, thereby requiring a comprehensive
analysis. This study aims to analyze the service quality of PELATARAN based on
the SERVQUAL dimensions (tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and
empathy) and to identify its supporting and inhibiting factors. A qualitative method
was employed using interviews, observation, and document analysis. Data were
analyzed using Miles and Huberman's interactive model and validated through
source and method triangulation. The findings indicate that the overall service
quality of PELATARAN is categorized as good across all SERVQUAL dimensions.
Supporting factors include the availability of facilities and infrastructure,
implementation of standard operating procedures (SOPs), staff professionalism and
friendliness, the 58 service culture (smile, greet, address, politeness, and courtesy),
and team coordination. Nonetheless, several challenges remain, including limited
comfort in the waiting area, techmical issues in systems and networks, an
insufficient number of staff when applicants increase, and program socialization
that has not yet reached all segments of society. To enhance service quality, this
study recommends improving facilities and service layout, strengthening SOP
implementation and evaluation and the handling of technical disruptions,
optimizing human resource management and a more adaptive queuing system,
enhancing staff competence and clarity of information, and reinforcing empathy
and supporting facilities for vulnerable groups.

Keywords: PELATARAN Program; Service Quality; SERVQUAL Dimensions;
Land Services; Tangerang City Land Office (ATR/BPN).
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BAB I
PERMASALAHAN PENELITTIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting
dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan
hak-hak sipil setiap warga negara. Pelayanan publik yang disediakan
pemerintah berperan dalam memenuhi setiap kebutuhan masyarakat. Pelayanan
publik yang optimal dapat memperkuat daya saing dengan membangun
infrastruktur dan sistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara
layanan publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga
negara mendapatkan akses yang adil dan merata. Karena hubungannya erat
dengan memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, pengelolaan
layanan publik oleh pemerintah menjadi fokus utama. Layanan publik yang
diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mogues dkk., 2023).

Indonesia berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dalam UN E-
Government Survey tahun 2024 dengan meraih peringkat ke-64 dari 193 negara
anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebelumnya, pada tahun 2022,
Indonesia berada di peringkat ke 77 dari 193 negara anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB). Untuk pertama kalinya Indonesia mendapatkan kategori
Very High E-Government Development Index (VHEGDI) dengan skor 0.7991,
sehingga mengalami kenaikan 13 peringkat dalam survei tersebut. UN E-
Government Survey tahun 2024 mengusung tema “Accelerating Digital
Transformation for Sustainable Development” yang menilai kinerja negara
berdasarkan 3 (tiga) dimensi utama, yaitu Indeks Pelayanan Online (Online
Service Index/OSI) dengan skor 0.8035 yang menunjukkan bahwa banyak
layanan pemerintah kini semakin mudah diakses oleh masyarakat, Infrastruktur

Telekomunikasi (7elecommunication Infrastructure Index/TII) dengan skor



0.8645 yang menunjukkan bahwa adanya penguatan jaringan dan akses internet
di seluruh wilayah serta daerah terpencil, dan Sumber Daya Manusia (Human
Capital Index/HCI) dengan skor 0.7293 yang menunjukkan bahwa telah
melampaui rata-rata dunia maupun regional Asia. Kenaikan peringkat yang
signifikan ini mencerminkan komitmen nyata Indonesia dalam
mengembangkan serta menerapkan sistem pemerintahan. Upaya ini bertujuan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan dampak positif
bagi pelayanan publik, sehingga lebih efisien, transparan, dan mudah diakses
oleh masyarakat. Peningkatan capaian ini merupakan komitmen Indonesia
dalam mendorong transformasi pemerintah melalui pembangunan
berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan cita-cita bangsa untuk mewujudkan
pelayanan publik yang semakin mudah diakses melalui integrasi layanan
terpadu, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan
publik yang baik mencerminkan kualitas pemerintahan dalam menjalankan
tugasnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Salah satu sektor pelayanan publik yang memiliki peran penting adalah
pelayanan pertanahan yang dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pelayanan publik yang optimal
diperlukan untuk mengurangi beban masyarakat. Namun, di Indonesia,
pelaksanaannya masih belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan
oleh masyarakat. Berbagai kekurangan masih ditemukan dalam
penyelenggaraan layanan publik oleh pemerintah (Cahyaningrum dan Nugroho,
2019). Kualitas pelayanan publik menjadi aspek penting dalam administrasi
pemerintahan yang secara langsung memengaruhi kepuasan masyarakat. Di

Indonesia, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan



kualitas layanan itu sendiri. Kualitas pelayanan publik merupakan hasil dari
kolaborasi berbagai faktor, seperti sistem pelayanan, sumber daya manusia,
serta strategi yang diterapkan (Mahsyar, 2011). Peningkatan dan inovasi dalam
pelayanan publik menjadi kebutuhan yang mendesak di tengah dinamika sosial
dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dengan kemajuan informasi
dan teknologi yang semakin modern, masyarakat menuntut pelayanan yang
optimal. Pelayanan publik yang optimal dan berkualitas dapat tercapai apabila
pemerintah sebagai penyedia layanan mampu memberikan pelayanan yang baik
dan efisien, sehingga kepuasan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, dalam rangka percepatan peningkatan
kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan
inovasi pelayanan publik pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik dilakukan secara
kompetitif, adaptif, pertukaran pengalaman dan berkelanjutan. Pembangunan
dan pengembangan inovasi pelayanan publik dilakukan melalui berbagai upaya,
seperti adanya penyelenggaraan kompetisi inovasi, pengelolaan sistem
informasi inovasi, pemanfaatan dan jaringan informasi, peningkatan kapasitas,
serta adanya pemantauan yang berkelanjutan. Inovasi dalam pelayanan publik
tidak hanya terbatas pada penciptaan hal-hal yang baru, tetapi juga mencakup
pada peningkatan kualitas serta pengembangan layanan yang telah tersedia
sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas
pelayanan publik secara berkelanjutan. Inovasi dalam pelayanan publik menjadi
kunci utama dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat. Hal ini sangat
penting mengingat adanya tantangan dalam sektor pelayanan publik yang
kurang kompetitif, sehingga dapat menghambat perkembangan dalam sektor
pelayanan publik.

Pemerintah berupaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal dengan

menerapkan reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah. Salah satu



bagian penting dari pengembangan tata kelola publik di berbagai negara adalah
reformasi birokrasi. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan
efektivitas pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Di Indonesia, reformasi
birokrasi telah dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan
pelayanan publik dan menghilangkan inefisiensi pemerintah (Marian
Hutahaean, Johnson Pasaribu, 2022). Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
27 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, adanya reformasi
birokrasi menciptakan birokrasi profesional yang memiliki karakteristik seperti
berintegritas, adaptif, memiliki kinerja yang tinggi, bersih dari perilaku korupsi,
kolusi, dan nepotisme (KKN), mampu memberikan pelayanan kepada publik
dengan akuntabilitas tinggi, serta menjunjung nilai-nilai dasar organisasi dan
kode etik perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, secara keseluruhan
pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai
tantangan dan hambatan dalam implementasinya. Minimnya pengawasan dalam
pelaksanaan pelayanan publik telah menyebabkan berbagai kelemahan dalam
implementasinya. Salah satu tantangan yang menghalangi upaya pemerintah
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia adalah kurangnya
tingkat kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik, baik di tingkat
pusat maupun daerah. Hal ini tercermin dari banyaknya laporan pengaduan
yang diterima Ombudsman Republik Indonesia, di mana berdasarkan laporan
Triwulan II tahun 2024, Ombudsman Republik Indonesia menerima 2.635
laporan masyarakat baik di kantor pusat maupun kantor perwakilan di 34
provinsi. Laporan yang diterima oleh Ombudsman RI Pusat adalah 245 laporan
masyarakat, sedangkan laporan yang diterima oleh Ombudsman RI Perwakilan
adalah 2.390 laporan masyarakat.

Kota Tangerang sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia

merupakan penyelenggara pelayanan publik di tingkat daerah. Kualitas



pelayanan publik di Kota Tangerang tergolong sangat baik, sebagaimana
dibuktikan dengan pencapaian Pemerintah Kota Tangerang yang memperoleh
penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
(Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) tahun 2024 dari
Ombudsman Republik Indonesia, dengan perolehan nilai 94,76, masuk dalam
kategori dengan zona hijau kualitas tertinggi dan mendapatkan nilai A dari
Ombudsman Republik Indonesia. Capaian ini menunjukkan peningkatan
dibandingkan tahun 2023, di mana Kota Tangerang memperoleh nilai 93,21.
Untuk mempertahankan dan meningkatkan peringkat kualitas pelayanan publik,
Pemerintah Kota Tangerang terus berupaya menciptakan berbagai inovasi di
bidang pelayanan publik. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui
Kantor Pertanahan Kota Tangerang (ATR/BPN Kota Tangerang) yang bergerak
pada pelayanan publik di sektor pertanahan.

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan
Kantor Pertanahan, Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala.
Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan
Kantor Pertanahan, Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang
bersangkutan. Sedangkan, sesuai Pasal 21 Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Kantor Pertanahan



menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan rencana, program, anggaran dan
pelaporan; 2) Pelaksanaan survei dan pemetaan; 3) Pelaksanaan penetapan hak
dan pendaftaran tanah; 4) Pelaksanaan penataan dan pemberdayaan; 5)
Pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan; 6) Pelaksanaan
pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan; 7) Pelaksanaan
modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik; 8) Pelaksanaan
reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan; dan 9) Pelaksanaan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.
Kantor Pertanahan Kota Tangerang (ATR/BPN Kota Tangerang)
merupakan salah satu instansi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan
pelayanan publik di tingkat daerah. Berdasarkan penilaian dari Ombudsman
Republik Indonesia tahun 2022, kualitas pelayanan publik yang diperoleh
Kantor Pertanahan Kota Tangerang (ATR/BPN Kota Tangerang) memperoleh
nilai 86,19, yang termasuk dalam kategori zona hijau dengan kategori opini
Kualitas Tinggi dan peringkat B. Berikut ini nilai masing-masing Kantor
Pertanahan di Provinsi Banten yang diberikan oleh Ombudsman Republik

Indonesia tahun 2022 yang digelar di Kanwil BPN Banten sebagai berikut:



Tabel 1.1
Hasil Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 di Kanwil BPN Banten

Kantor Pertanahan di
No Nilai Kategori
Provinsi Banten

1. | Kantor Pertanahan Kota Zona Hijau Kategori B Opini

Tangerang Selatan so.44 Kualitas Tinggi

Kantor Pertanahan Kota Zona Hijau Kategori B Opini
> Tangerang 50,19 Kualitas Tinggi

Kantor Pertanahan Kota Zona Hijau Kategori B Opini
> Cilegon 589 Kualitas Tinggi

Zona Hijau Kategori B Opini
4. | Kantor Pertanahan Kab. Lebak | 82,4

Kualitas Tinggi
s Kantor Pertanahan Kab. 81,7 Zona Hijau Kategori B Opini
Serang Kualitas Tinggi
Kantor Pertanahan Kab. Zona Hijau Kategori B Opini
N Tangerang 31,04 Kualitas Tinggi
. Kantor Pertanahan Kota 6158 Zona Kuning Kategori C Opini
Serang Kualitas Sedang

Sumber: Ombudsman Republik Indonesia, 2023, (diolah oleh peneliti, 2025)

Pencapaian ini menunjukkan komitmen Kantor Pertanahan Kota Tangerang
(ATR/BPN Kota Tangerang) dalam memberikan layanan yang responsif dan
berkualitas kepada masyarakat, meskipun masih terdapat kendala dalam
implementasi layanan tersebut. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kota
Tangerang (ATR/BPN Kota Tangerang) sebagai instansi pemerintah yang
menyelenggarakan pelayanan pertanahan, turut aktif berupaya dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pelayanan pertanahan memiliki peran penting dalam menjamin kepastian

hukum dari kepemilikan tanah yang menjadi dasar dalam berbagai sektor



pembangunan, seperti perumahan, investasi, dan pembangunan infrastruktur
lainnya. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia guna menjamin kepastian hukum, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tanah merupakan salah satu
bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan untuk masyarakat. Menurut
(Sibuea, 2011), pendaftaran tanah merupakan upaya yang dilakukan oleh
pemerintah untuk menjamin kepastian hukum. Langkah ini dianggap penting
guna memfasilitasi penertiban kepemilikan tanah secara lebih efektif.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, proses pendaftaran tanah dilakukan melalui 2 (dua)
sistem, yaitu pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara
sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah
untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek
pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu
desa/kelurahan. Kemudian, pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek
pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan
secara individual atau massal. Selama ini, proses pendaftaran tanah yang
diterapkan sering kali terkait dengan berbagai permasalahan dalam pendaftaran
tanah dan memerlukan waktu yang lama, terutama bagi masyarakat yang kurang
memahami prosedur tersebut secara mendetail, sehingga menyebabkan
masyarakat menunda atau bahkan mengabaikan proses pendaftaran tanah.
Masyarakat sering menunda proses pengurusan pendaftaran tanah karena
kompleksitas dan memakan waktu yang cukup lama (Muslikan, 2023). Dalam
penelitian ini, masyarakat berperan sebagai calon pemohon dalam proses
pendaftaran tanah dijadikan sebagai objek penelitian dalam lingkup
kepentingan publik. Beberapa calon pemohon memilih menggunakan jasa calo

sebagai solusi cepat, meskipun harus membayar biaya yang lebih tinggi.



Namun, maraknya kasus penipuan oleh jasa calo menyebabkan banyak dari
calon pemohon gagal memperoleh sertipikat tanah dan juga mengalami
kerugian biaya yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Selain itu, adanya
keterbatasan jam pelayanan pertanahan yang hanya tersedia pada hari kerja
menyebabkan masyarakat dengan jadwal yang padat mengalami kesulitan
dalam mengakses layanan pertanahan. Sebagai upaya untuk meningkatkan
efektivitas dan aksesibilitas dalam pelayanan pertanahan, Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan Program
Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN), yang memberikan prioritas
kepada masyarakat dalam mengurus administrasi pertanahan pada hari Sabtu
dan Minggu (akhir pekan).

Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) resmi
diluncurkan pada bulan Juli 2022, bertepatan dengan pelaksanaan Rapat Kerja
Nasional (Rakernas) yang saat itu dipimpin oleh Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan, yaitu Hadi Tjahjanto. Hal ini tercantum
dalam Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 14/SE-HK.02/VII/2022. Program Pelayanan Tanah Akhir
Pekan (PELATARAN) bertujuan untuk mempermudah dan memastikan
masyarakat mendapatkan pelayanan pertanahan yang optimal, khususnya
masyarakat yang tidak memiliki waktu luang pada hari kerja dalam mengurus
keperluan pertanahan pada akhir pekan, yakni pada hari Sabtu dan Minggu.
Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) diharapkan dapat
mengurangi antrean serta memudahkan masyarakat dalam mengurus keperluan
pertanahan tanpa mengganggu aktivitas masyarakat pada hari kerja. Terdapat
enam layanan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) yang
disediakan, yaitu peralihan hak, ROYA, plotting, permohonan pengukuran,
informasi pertanahan, dan pengaduan masyarakat.

Di Kota Tangerang, terdapat indikator kesejahteraan rakyat Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).



Hal ini dapat dilihat berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Tangerang
tahun 2022-2024 pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) di Kota Tangerang tahun 2022-2024

Jenis TPAK TPT

Kelamin 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Laki-Laki | 83,57% | 79,92% | 82,13% | 5,90% | 6,24% | 5,57%
Perempuan | 47,97% | 46,70% | 49,79% | 9,44% | 7,65% | 6,49%
Total 66,08% | 63,39% | 66,02% | 7,16% | 6,76% | 5,92%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang (diolah oleh peneliti, 2025)

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota
Tangerang pada tahun 2022-2024 memiliki persentase angkatan kerja yang
cukup tinggi. Hal ini selaras dengan adanya Program Pelayanan Tanah Akhir
Pekan (PELATARAN) yang dirancang untuk masyarakat yang memiliki
keterbatasan waktu pada hari kerja, sehingga dapat mengurus keperluan
pertanahan pada akhir pekan, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Oleh karena
itu, keberadaan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN)
menjadi sangat penting karena mampu menjawab keterbatasan jam pelayanan
pertanahan pada hari kerja, khususnya bagi masyarakat yang aktif bekerja dan
memiliki jadwal yang padat. Di sisi lain, PELATARAN juga merupakan bentuk
implementasi kebijakan nasional dalam rangka reformasi birokrasi dan
peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus upaya Kantor Pertanahan
Kota Tangerang (ATR/BPN Kota Tangerang) untuk mempertahankan dan
meningkatkan capaian kinerja pelayanan yang telah berada pada kategori tinggi.
Melalui pembukaan layanan di akhir pekan, PELATARAN diharapkan dapat

mengurangi penumpukan antrean pada hari kerja, mempercepat proses
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pelayanan pertanahan, serta meminimalisasi ketergantungan masyarakat pada
jasa perantara atau calo karena masyarakat dapat datang langsung ke kantor
pertanahan. Dengan demikian, Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan
(PELATARAN) memiliki posisi strategis dalam memperluas akses,
meningkatkan kepastian hukum, dan memperkuat kepercayaan masyarakat
terhadap pelayanan pertanahan.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14/SE-HK.02/VI11/2022,
Kantor Pertanahan Kota Tangerang (ATR/BPN Kota Tangerang)
menyelenggarakan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN).
Program ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat Kota Tangerang
dalam mengurus layanan pertanahan pada akhir pekan, yaitu pada hari Sabtu
dan Minggu. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Nining
Kartikaningsih, A.Ptnh, yang menjabat sebagai Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur Pertama di Kantor Pertanahan Kota Tangerang (ATR/BPN Kota
Tangerang), Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) telah
diselenggarakan sejak tahun 2022. Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan
(PELATARAN) pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang (ATR/BPN Kota
Tangerang) dilaksanakan setiap akhir pekan, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu
yang dimulai pukul 08.00 — 12.00 WIB. Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan
(PELATARAN) pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang (ATR/BPN Kota
Tangerang) diselenggarakan oleh enam pegawai yang tergabung dengan tim
Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) dan mengikuti jadwal
yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari data jadwal tim Program
Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) Kantor Pertanahan Kota
Tangerang (ATR/BPN Kota Tangerang) pada Bulan Februari 2025 sebagai
berikut:
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JADWAL TIM PELAYANAN TANAH AKHIR PEKAN (PELATARAN)
KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG

TAHUN 2025
Bulan : Februari 2025
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Gambar 1.1 Jadwal Tim PELATARAN Kantor Pertanahan Kota
Tangerang (ATR/BPN Kota Tangerang) Tahun 2025
Sumber: (diolah oleh peneliti, 2025)

Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor

Pertanahan Kota Tangerang (ATR/BPN Kota Tangerang) secara rutin melayani

masyarakat pada hari Sabtu dan Minggu untuk memberikan kemudahan akses

layanan pertanahan bagi masyarakat. Berdasarkan data harian, rata-rata terdapat

34 pemohon per hari (setiap Sabtu dan Minggu) yang datang untuk

mendapatkan layanan pertanahan. Hal ini dapat dilihat dari data sebagai berikut:
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LAPORAN TIM PELAYANAN TANAH AKHIR PEKAN (PELATARAN)

KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
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Gambar 1.2 Data Pemohon Kantor Pertanahan Kota Tangerang

(ATR/BPN Kota Tangerang) Bulan Februari Tahun 2025

Sumber: (diolah oleh peneliti, 2025)
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Gambar 1. 3 Data Pemohon Kantor Pertanahan Kota Tangerang

(ATR/BPN Kota Tangerang) Bulan Februari Tahun 2025

Sumber: (diolah oleh peneliti, 2025)
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Gambar 1.4 Data Pemohon Kantor Pertanahan Kota Tangerang
(ATR/BPN Kota Tangerang) Bulan Februari Tahun 2025

Sumber: (diolah oleh peneliti, 2025)

Dengan demikian, dalam satu hari pelayanan PELATARAN pada akhir pekan
di bulan Februari 2025, jumlah pemohon yang dilayani mencapai sekitar 34
orang. Jumlah tersebut relatif sebanding dengan rata-rata jumlah pemohon pada
hari kerja biasa, sehingga menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan dan minat
masyarakat terhadap pelayanan pertanahan tetap tinggi meskipun dilaksanakan
di luar hari kerja. Kondisi ini menegaskan bahwa Program PELATARAN
mampu menjadi alternatif layanan yang efektif dalam memperluas aksesibilitas
pelayanan pertanahan bagi masyarakat. Namun, pelaksanaan Program
Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor Pertanahan Kota
Tangerang (ATR/BPN Kota Tangerang) masih menghadapi beberapa
permasalahan. Berdasarkan hasil observasi awal dan informasi dari petugas,
pada saat jumlah pemohon meningkat, terjadi penumpukan antrean yang
dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah petugas yang bertugas pada akhir pekan.
Selain itu, kenyamanan ruang tunggu belum sepenuhnya optimal karena
kapasitas kursi dan pendingin ruangan belum selalu mampu mengakomodasi
banyaknya pemohon yang hadir secara bersamaan. Di sisi lain, gangguan teknis

pada sistem dan jaringan pelayanan sesekali menghambat kelancaran proses
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layanan, sementara sosialisasi terkait jadwal, mekanisme, dan jenis layanan
PELATARAN belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga masih
ada pemohon yang belum memahami secara utuh prosedur pelaksanaannya.
Gangguan teknis pada sistem dan jaringan pelayanan ditandai dengan
lambatnya akses sistem pelayanan pertanahan serta ketidakstabilan jaringan
internet yang menyebabkan keterlambatan proses input dan verifikasi data
pemohon. Selain itu, sosialisasi Program PELATARAN yang belum optimal
terlihat dari masih adanya pemohon yang datang di luar jadwal layanan,
membawa persyaratan yang belum lengkap, serta belum memahami jenis dan
mekanisme layanan yang disediakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
meskipun PELATARAN telah menjadi inovasi strategis untuk memperluas
akses layanan pertanahan, kualitas penyelenggaraannya masih perlu dianalisis
dan dievaluasi secara menyeluruh.

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah
penelitian yang dilakukan oleh Nuraini dan Habiburrahman (2024) dengan
judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik
terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan
(PELATARAN) di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung” berangkat dari
kebutuhan masyarakat akan layanan pertanahan yang cepat, pasti, dan ramabh,
namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai keluhan terkait kualitas
pelayanan. Penelitian ini menyoroti bagaimana pelaksanaan program
PELATARAN belum sepenuhnya optimal dalam memenuhi harapan pemohon,
terutama terkait keandalan layanan, kejelasan informasi, serta sikap petugas
dalam memberikan pelayanan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis
pengaruh dimensi-dimensi kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan
masyarakat, dengan fokus pada reliability, assurance, responsiveness, empathy,
dan tangibles. Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini menunjukkan
bahwa tidak semua dimensi kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan masyarakat, namun secara keseluruhan kualitas pelayanan publik

dalam program PELATARAN tetap memiliki peran penting dalam membentuk
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persepsi dan tingkat kepuasan pemohon. Hasil penelitian ini memberikan
gambaran bahwa peningkatan kualitas pelayanan perlu diarahkan pada
penguatan aspek-aspek yang paling berpengaruh terhadap kepuasan
masyarakat, sehingga program PELATARAN dapat berjalan lebih efektif
sebagai alternatif layanan pertanahan di akhir pekan.

Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang
dilakukan oleh (Utami, 2021) dengan judul “Strategi Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik di Dinas Dukcapil dan Kantor Pertanahan Kota Tangerang.”
Penelitian ini didasari oleh realitas bahwa penyelenggaraan pelayanan publik
masih belum berjalan secara efektif dan efisien. Banyak instansi pemerintah
yang masih menghadapi berbagai persoalan birokrasi, seperti kecenderungan
untuk lebih fokus pada prosedur dibandingkan dengan pencapaian tujuan utama
pelayanan. Selain itu, praktik pelayanan sering kali tidak objektif karena
dipengaruhi oleh kedekatan hubungan pribadi, sehingga masyarakat merasa
proses yang seharusnya mempermudah justru menjadi kendala. Berbagai
keluhan serta rasa ketidakpuasan masyarakat mencerminkan adanya tuntutan
agar kinerja aparatur pemerintah agar mengalami perbaikan ke arah yang lebih
profesional dan responsif terhadap kebutuhan publik. Penelitian ini bertujuan
untuk mengidentifikasi berbagai kendala birokrasi dalam pelayanan publik dan
usulan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga diharapkan
dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam mendukung pelaksanaan
kebijakan pemerintah. Dengan demikian, pencapaian tujuan dari penelitian ini
yaitu, meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memahami kebutuhan
dari masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan
masyarakat tentang kinerja dari Dinas Dukcapil dan Kantor Pertanahan Kota
Tangerang.

Terakhir, penelitian yang berkaitan dengan Program Pelayanan Tanah
Akhir Pekan (PELATARAN) dilakukan oleh Budi Arif Muslikan (2023) dengan
judul “Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Layanan
Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN)”. Penelitian ini meninjau fungsi
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Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) yang berdasarkan Surat
Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 14/SE-HK.02/VI11/2022. Lokus penelitian ini adalah Kantor Pertanahan
Kabupaten Demak, yang menjadi objek utama dalam menganalisis peranan dan
kualitas pelayanan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN)
kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya
Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN), Kantor Wilayah dan
Kantor Pertanahan harus mampu memberikan layanan secara responsif, serta
memaksimalkan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN).
Kemudian, penelitian ini menegaskan bahwa Program Pelayanan Tanah Akhir
Pekan (PELATARAN) merupakan loket prioritas dalam pelayanan pertanahan
yang diperuntukkan bagi pemilik tanah yang mengajukan permohonan
pelayanan pertanahan secara langsung tanpa melalui perantara atau calo.
Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu,
terdapat beberapa perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian yang
sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian Nuraini dan Habiburrahman (2024)
berfokus pada analisis pengaruh dimensi kualitas pelayanan publik terhadap
kepuasan masyarakat dalam program PELATARAN di Kantor Pertanahan Kota
Bandar Lampung dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sementara itu,
Utami (2021) menitikberatkan kajiannya pada strategi peningkatan kualitas
pelayanan publik di Dinas Dukcapil dan Dinas Pertanahan Kota Tangerang
secara umum, dengan menyoroti persoalan birokrasi dan perlunya perbaikan
kinerja aparatur, namun belum mengulas secara khusus program PELATARAN.
Adapun penelitian yang dilakukan oleh Budi Arif Muslikan (2023) lebih
menekankan pada aspek kebijakan pelayanan publik dalam penyelenggaraan
layanan PELATARAN di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak berdasarkan
Surat Edaran Menteri ATR/BPN, sehingga fokus utamanya adalah pada peranan
kebijakan dan kewajiban kantor dalam menyelenggarakan layanan akhir pekan,

bukan pada analisis mendalam kualitas pelayanan dari perspektif pemohon.
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Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus
pada analisis kualitas pelayanan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan
(PELATARAN) yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang
(ATR/BPN Kota Tangerang) dengan menggunakan pendekatan model
SERVQUAL yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry
(1988), yang mencakup lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu tangibles (bukti
fisik), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance
(Jaminan), dan empathy (empati). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
deskriptif untuk menggali pengalaman dan persepsi pemohon secara lebih
mendalam, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan
penghambat kualitas pelayanan dalam pelaksanaan program PELATARAN.
Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru
berupa pemahaman yang lebih mendalam mengenai kualitas pelayanan
Program PELATARAN di Kantor Pertanahan Kota Tangerang, yang kemudian
dituangkan dalam skripsi berjudul “Analisis Kualitas Pelayanan Program
Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) pada Kantor Pertanahan Kota
Tangerang (ATR/BPN Kota Tangerang)”.

. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan identifikasi masalah yang
telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kualitas pelayanan dalam Program Pelayanan Tanah Akhir
Pekan (PELATARAN) di Kantor Pertanahan Kota Tangerang (ATR/BPN
Kota Tangerang)?

2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat kualitas pelayanan
dalam Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor
Pertanahan Kota Tangerang (ATR/BPN Kota Tangerang)?
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C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari
penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kualitas pelayanan dalam Program Pelayanan Tanah Akhir
Pekan (PELATARAN) di Kantor Pertanahan Kota Tangerang (ATR/BPN
Kota Tangerang).

2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan
penghambat kualitas pelayanan dalam Program Pelayanan Tanah Akhir
Pekan (PELATARAN) di Kantor Pertanahan Kota Tangerang (ATR/BPN
Kota Tangerang).

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat akademis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat
akademis, yaitu:

a. Meningkatkan pemahaman mengenai Program Pelayanan Tanah Akhir
Pekan (PELATARAN) dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas
pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Tangerang (ATR/BPN
Kota Tangerang);

b. Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang Program Pelayanan
Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) dalam memberikan pelayanan
pertanahan yang lebih responsif dan optimal bagi masyarakat;

c. Mendorong penelitian lebih lanjut terkait Program Pelayanan Tanah
Akhir Pekan (PELATARAN) sebagai bagian dari inovasi pelayanan
publik di sektor pertanahan.
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2. Manfaat praktis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat
praktis, yaitu:

a. Membantu mengevaluasi Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan
(PELATARAN) dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas
pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Tangerang (ATR/BPN
Kota Tangerang);

b. Menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun dan
menyempurnakan kebijakan pelayanan pertanahan agar lebih tepat dan
efektif, khususnya terkait dengan Program Pelayanan Tanah Akhir
Pekan (PELATARAN);

c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelayanan
pertanahan yang optimal, serta mendorong pemanfaatan Program
Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) sebagai solusi akses
pelayanan di luar hari kerja (hari Sabtu dan Minggu).
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BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai ““Analisis

Kualitas Pelayanan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN)
pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang (ATR/BPN Kota Tangerang)” dengan
mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat kualitas pelayanan,
serta menggunakan pendekatan SERVQUAL (tangibles, reliability,
responsiveness, assurance, dan empathy). Maka dari itu, dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas Pelayanan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan
(PELATARAN) pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang
(ATR/BPN Kota Tangerang)

a. Tangibles (Bukti Fisik)

Secara umum, Kantor Pertanahan Kota Tangerang (ATR/BPN Kota
Tangerang) telah menyediakan sarana dan prasarana yang cukup lengkap
dan tertata dengan baik, seperti ruang tunggu, loket pelayanan, fasilitas
untuk pemohon yang berkebutuhan khusus, ruang laktasi, ruang bermain
anak, sistem antrean yang modern, serta penampilan petugas PELATARAN
yang rapi dan profesional. Hal ini dapat membangun citra pelayanan yang
modern, tertib, dan nyaman. Namun, kenyamanan ruang tunggu belum
sepenuhnya optimal karena pendingin ruangan (AC) tidak selalu berfungsi
maksimal pada saat pemohon ramai dan jumlah kursi tunggu masih terbatas
sehingga sebagian pemohon harus menunggu di luar area pelayanan.

b. Reliability (Keandalan)

Secara umum, program PELATARAN pada Kantor Pertanahan Kota
Tangerang (ATR/BPN Kota Tangerang) berada pada kategori cukup baik.
Keandalan tampak dari penerapan SOP, penggunaan sistem pelayanan yang
terintegrasi, penjadwalan petugas secara terencana, serta pemanfaatan

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM/IKM) dan evaluasi rutin sebagai dasar
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perbaikan yang berkelanjutan. Pemohon merasakan adanya kesesuaian
antara informasi yang disampaikan dan pelaksanaan di lapangan, serta
kepastian waktu penyelesaian layanan yang umumnya sesuai janji. Namun,
keandalan masih dipengaruhi oleh ketidaklengkapan dokumen pemohon,
stabilitas sistem, serta potensi keterlambatan ketika terjadi antrean panjang
atau gangguan teknis, sehingga konsistensi keandalan layanan belum

sepenuhnya terjaga.

. Responsiveness (Daya Tanggap)

Petugas PELATARAN pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang
(ATR/BPN Kota Tangerang) dinilai cukup sigap, komunikatif, dan
membantu pemohon. Daya tanggap terlihat dari kesediaan petugas dalam
menjawab pertanyaan, memberi penjelasan dengan bahasa yang mudah
dipahami, mengelola antrean, memberikan prioritas bagi kelompok rentan,
serta adanya koordinasi internal antara divisi Subbagian Tata Usaha, Ketua
Tim PELATARAN, dan petugas front office untuk mengatasi kebutuhan
mendesak. Selain itu, sistem antrean dan dukungan teknologi turut
membantu mempercepat proses pelayanan. Namun, daya tanggap ini belum
stabil ketika jumlah pemohon meningkat dan jumlah petugas terbatas,
sehingga waktu tunggu menjadi lebih lama dan respons terhadap keluhan
tidak selalu secepat dalam kondisi normal.

. Assurance (Jaminan)

Pada dimensi assurance (jaminan), kualitas pelayanan PELATARAN
sudah berada pada kategori baik. Jaminan pelayanan dibangun melalui
kompetensi dan pengalaman petugas, penguasaan prosedur, penjelasan yang
runtut dan transparan mengenai persyaratan, biaya, dan waktu layanan, serta
sikap profesional, sopan, dan tidak diskriminatif kepada para pemohon. Dari
sisi manajerial, divisi Subbagian Tata Usaha juga berperan dalam
penugasan, pengawasan kedisiplinan, dan dukungan logistik, sementara
Ketua Tim PELATARAN dan petugas customer service memperkuat

jaminan melalui umpan balik, dokumentasi kegiatan, dan pengelolaan
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c.

keluhan. Meski demikian, belum adanya pelatihan khusus yang secara
spesifik dirancang untuk mendukung pelaksanaan PELATARAN,
penguatan perlindungan data pemohon, serta keterbatasan sosialisasi
program menyebabkan kepastian informasi dan rasa aman masyarakat
belum sepenuhnya merata.

Empathy (Empati)

Pada dimensi empathy (empati), pelayanan PELATARAN juga sudah
berada pada kategori baik dan menjadi salah satu kekuatan utama program.
Empati tampak dari budaya 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun), sikap
ramah dan sabar petugas, kesediaan petugas untuk menjelaskan prosedur
secara berulang tanpa menyalahkan pemohon, serta perhatian khusus
terhadap lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas melalui fasilitas dan
layanan prioritas. Namun, konsistensi empati dapat menurun ketika ruang
tunggu kurang nyaman dan beban kerja tinggi, sehingga perhatian personal
dan pendampingan individu belum selalu optimal dalam kondisi pelayanan

yang sangat ramai.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kualitas Pelayanan Program
Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) pada Kantor
Pertanahan Kota Tangerang (ATR/BPN Kota Tangerang)

Faktor Pendukung Kualitas Pelayanan Program Pelayanan Tanah
Akhir Pekan (PELATARAN) pada Kantor Pertanahan Kota
Tangerang (ATR/BPN Kota Tangerang)

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan
bahwa faktor pendukung kualitas pelayanan Program Pelayanan Tanah
Akhir Pekan (PELATARAN) pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang
(ATR/BPN Kota Tangerang) secara garis besar terletak pada ketersediaan
sarana dan prasarana yang memadai dan nyaman, profesionalisme serta
responsivitas petugas yang tercermin melalui penerapan pelayanan prima
dan budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun), adanya

penerapan sistem antrean yang efektif dan tertib berbasis teknologi, serta
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koordinasi dan kerja sama tim yang solid disertai evaluasi berkala.
Kombinasi faktor-faktor tersebut membuat pelaksanaan PELATARAN
berlangsung lebih tertib, nyaman, dan dapat dipercaya oleh masyarakat,
serta menjadi modal penting bagi peningkatan kualitas dan kepuasan
pelayanan pertanahan di Kota Tangerang (ATR/BPN Kota Tangerang)
secara berkelanjutan.

b. Faktor Penghambat Kualitas Pelayanan Program Pelayanan Tanah
Akhir Pekan (PELATARAN) pada Kantor Pertanahan Kota
Tangerang (ATR/BPN Kota Tangerang)

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan
bahwa kualitas pelayanan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan
(PELATARAN) pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang (ATR/BPN Kota
Tangerang) masih dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, terutama
keterbatasan jumlah petugas ketika terjadi lonjakan pemohon, kendala
teknis pada sistem dan peralatan pelayanan, ketidaknyamanan ruang tunggu
akibat pendingin ruangan yang kurang optimal dan keterbatasan kursi, serta
sosialisasi program yang belum merata kepada masyarakat. Faktor-faktor
tersebut berdampak pada mengularnya antrean, meningkatnya waktu
tunggu, terganggunya kelancaran proses pelayanan, serta menurunnya
kenyamanan dan kepuasan pemohon. Oleh karena itu, diperlukan upaya
perbaikan yang berkelanjutan, khususnya melalui penguatan manajemen
SDM, peningkatan kesiapan dan pemeliharaan sarana-prasarana dan sistem
teknologi, perbaikan kondisi fisik ruang pelayanan, serta penguatan strategi
sosialisasi agar tujuan PELATARAN dalam meningkatkan aksesibilitas dan

kualitas layanan pertanahan dapat tercapai secara lebih optimal.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan kualitas
pelayanan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) pada Kantor
Pertanahan Kota Tangerang (ATR/BPN Kota Tangerang) yang ditinjau dari
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dimensi SERVQUAL (tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan

empathy). Sebagai bentuk kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan

pertanahan, peneliti mengajukan sejumlah saran yang diharapkan dapat menjadi

masukan bagi Kantor Pertanahan Kota Tangerang (ATR/BPN Kota Tangerang),

baik dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Program PELATARAN saat ini

maupun sebagai dasar pengembangan program pelayanan di masa yang akan

datang. Adapun saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Tangibles (Bukti Fisik)

Pada dimensi tangibles, saran difokuskan pada peningkatan

kenyamanan ruang pelayanan dan penataan fasilitas fisik agar mampu

mendukung kelancaran proses pelayanan PELATARAN, yaitu sebagai

berikut:

a.

Mengoptimalkan kenyamanan ruang pelayanan melalui perawatan rutin
dan penyesuaian kapasitas pendingin ruangan (AC) dengan jumlah
pemohon pada saat PELATARAN, sehingga suhu ruangan tetap sejuk
meskipun kondisi ramai.

Menambah dan menata ulang kursi tunggu secara proporsional dengan
rata-rata jumlah pemohon, serta menata ulang /ayout ruang tunggu agar
tidak terjadi penumpukan di titik tertentu dan meminimalkan pemohon
yang harus menunggu di luar area pelayanan.

Menempatkan layar antrean, papan informasi, dan petunjuk alur layanan
pada posisi yang mudah terlihat dari berbagai sudut ruangan, sehingga
pemohon dapat mengikuti proses pelayanan secara lebih mandiri tanpa

terlalu bergantung pada penjelasan berulang dari petugas.

2. Reliability (Keandalan)

Dalam dimensi reliability, saran yang diajukan berkaitan dengan

penguatan kepastian proses pelayanan melalui penerapan SOP dan

pengendalian berkas yang lebih baik, yaitu sebagai berikut:

a.

Memperkuat penerapan SOP dan pengendalian berkas sejak awal

melalui penggunaan daftar periksa (checklist) kelengkapan dokumen
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untuk setiap jenis layanan, agar ketidaklengkapan dokumen dapat
dideteksi lebih dini dan kunjungan berulang dapat diminimalkan.

b. Menyusun SOP penanganan kendala teknis (misalnya gangguan
jaringan atau sistem) dengan skema pencatatan manual sementara dan
alur koordinasi yang jelas antara front office, back office, dan tim IT,
sehingga proses pelayanan tidak terhenti ketika terjadi gangguan.

c. Melakukan evaluasi berkala terhadap ketepatan waktu penyelesaian
layanan, menganalisis penyebab keterlambatan, serta
menindaklanjutinya dengan perbaikan proses yang konkret, sekaligus
terus memanfaatkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai
dasar pengambilan keputusan.

3. Responsiveness (Daya Tanggap)

Pada dimensi responsiveness (daya tanggap), saran diarahkan pada
peningkatan kecepatan, kesiapsiagaan, dan kejelasan informasi yang
diterima pemohon selama pelaksanaan Program PELATARAN, vyaitu
sebagai berikut:

a. Mengelola sumber daya manusia secara lebih adaptif dengan
memetakan jam-jam sibuk pada saat PELATARAN dan menyesuaikan
jumlah serta penempatan petugas di loket, meja informasi, dan area
pendukung, sehingga waktu tunggu tidak terlalu lama dan keluhan dapat
direspons lebih cepat.

b. Mengembangkan pengaturan sistem antrean yang membedakan antara
layanan sederhana dan layanan yang lebih rumit, agar pemohon dengan
kebutuhan ringan dapat dilayani lebih cepat tanpa mengganggu alur
layanan lain yang membutuhkan waktu lebih panjang.

c. Memperkuat mekanisme komunikasi langsung melalui pengumuman
lisan, papan informasi, serta pemanfaatan media digital dan media sosial
resmi Kantor Pertanahan Kota Tangerang (ATR/BPN Kota Tangerang)
untuk menjelaskan alur, jadwal, dan informasi penting lainnya, sehingga

pertanyaan dan kebingungan pemohon dapat dikurangi sejak awal.
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4. Assurance (Jaminan)

S.

Berkaitan dengan dimensi assurance (jaminan), saran difokuskan

pada peningkatan kompetensi petugas serta penguatan kepastian informasi

dan rasa aman bagi pemohon. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui:

a.

Menyelenggarakan pelatihan berkala dan lebih terstruktur bagi petugas
PELATARAN terkait pengetahuan teknis pertanahan, pelayanan publik,
etika berkomunikasi, serta pengelolaan data dan berkas, sehingga
kompetensi dan profesionalisme petugas semakin meningkat.
Menyusun materi penjelasan dasar mengenai prosedur, biaya, dan
jangka waktu layanan yang dapat digunakan oleh seluruh petugas,
sehingga informasi yang diterima pemohon konsisten meskipun
dilayani oleh petugas yang berbeda.

Menguatkan mekanisme perlindungan data pemohon melalui penataan
arsip fisik yang lebih aman dan pengamanan data digital yang memadai,
serta memperluas sosialisasi program PELATARAN melalui website,
media sosial, papan pengumuman, maupun kerja sama dengan
Pemerintah Kota Tangerang agar kepastian informasi mengenai jadwal,

jenis layanan, dan tata cara pelayanan semakin terjamin.

Empathy (Empati)

Pada dimensi empathy, saran yang diberikan menekankan pentingnya

penguatan sikap humanis petugas dan perhatian terhadap kelompok rentan,

dalam pelaksanaan Program PELATARAN. Upaya tersebut dapat
dilakukan:

a.

Menjaga dan memperkuat budaya 5S (senyum, salam, sapa, sopan,
santun) melalui pembinaan rutin, keteladanan dari atasan, serta
pemberian apresiasi bagi petugas yang menunjukkan sikap empatik
secara konsisten, sehingga sikap ramah dan humanis tetap terjaga
meskipun beban kerja tinggi.

Menugaskan petugas khusus untuk mendampingi lansia, ibu hamil, dan

penyandang disabilitas pada saat PELATARAN, sehingga kelompok
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rentan tetap mendapatkan perhatian yang memadai dalam situasi
pelayanan yang ramai.

Mengembangkan fasilitas yang mendukung layanan yang ramah untuk
semua kalangan, seperti kursi prioritas, jalur yang ramah disabilitas,
pemanfaatan kemampuan bahasa isyarat bagi petugas tertentu, serta
penataan ruang yang lebih nyaman, sehingga empati petugas didukung

oleh lingkungan fisik yang memadai.
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